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ABSTRAK

Telah banyak terjadi kerusuhan di berbagai daerah penjuru Nusantara
Maraknya konser musik organ tunggal yang digelar, turut menyumbang angka
keributan, kerusuhan dan anarkisme di masyarakat kalangan muda. Salah satu
konser musik organ tunggal tersebut digelar di kota Brebes khususnya di
kecamatan Tanjung yang sering menimbulkan keributan terus menerus, sehingga
hal itu menjadikan peneliti tergerak untuk meneliti kerusuhan yang terjadi.

Rumusan penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah bagaimana upaya POLRI dalam mencegah dan
menanggulangi kerusuhan massa yang terjadi akibat konser musik organ tunggal
di Kecamatan Tanjung Brebes? apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan? Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, data
yang diperoleh merupakan data primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan
teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konser musik organ tungga yang
diselenggarakan di Kecamatan Tanjung Brebes semakin tinggi frekuens
pelaksanaan, akan tetapi patut disayangkan dalam penyelenggaraannya kerap
menimbulkan terjadinya kerusuhan massa. Kerusuhan Massa akibat
penyelenggaraan konser musik organ tunggal disebabkan oleh beberapa faktor
penyebab diantaranya adalah : pelaku mabok disaat menikmati konser musik
organ tunggal, rasa permusuhan atau balas dendam, salah paham antar penonton,
kurangnya aparat personil polisi, terlambatnya aparat personil dalam pengawasan
dan pengamanan, kurang ketatnya pengawasan dan pengamanan, karakter massa
yang berbeda-beda dan mudah diprovokator.

Adapun upaya Polsek Tanjung Brebes dalan mencegah dan
menanggulangi kerusuhan akibat konser musik organ tunggal yaitu. Upaya
pencegahan kerusuhan akibat konser musik organ tunggal yang dilakukan Polsek
Tanjung Brebes adalah pelaksana harus terlebih dahulu ijin, menghimbau para
penonton untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan. Upaya penanggulangan
kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal yaitu: memberhentikan
konser musik organ tunggal ketika terjadi kerusuhan, meleraikan pelaku
kerusuhan, dan mengamankan profokator. Berdasarkan observasi peneliti upaya
Polsek Tanjung Brebes dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa
masih belum sesuai dengan undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Protap Nomor 1/X/2010 tentang
Penanggulangan Anarki. Karena polsek tanjung brebes tidak melaksanakan
penggeledahan terhadap pengunjung konser musik organ tunggal sebelum acara
berlangsung. Hal ini berdasarkan protap Nomor 1/X/2010 tentang penanggul angan
anarki halaman 10 beris bahwa polis mempunyai tugas melakukan
penggel edahan atau penyitaan atas barang-barang yang menyertainya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia dewasa ini g&emdihadapkan
dengan permasalahan-permasalahan yang seriusguéfikan, yang kesemuanya
itu memerlukan suatu inovasi yang baik dalam mersjategala macam bentuk
permasalahan tersebut. Tindak pidana terjadi dimaar@a tanpa mengenal
tempat dan waktu, tidak luput korban berjatuhan gabdampak dari tindak
pidana yang dilakukan orang-orang tertentu dengatif iertentu pula. Dalam
situasi yang semacam ini. Tentu saja Polri sebawsitusi Negara memiliki
tanggung jawab yang besar karena memang disiniigdstdan kewajiban Polri
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keamanan denitb&t masyarakat
penuh dibebankan kepada tugas fungsi Kepolisan Metatuk itu peran dari
Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang-ngddNomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indizne Pasal 2
dari Undang Undang ini disebutkan bahwa fungsi kefan adalah salah
satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeadrar keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perigah, pengayoman
dan pelayanan masyarakabengan demikian peran dan fungsi Polri sebagai

aparatur Negara sudah begitu jelas, yaitu untuk Ineeikan pelayanan kepada

! Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisiegara Republik Indonesia.



masyarakat untuk permasalahan-permasalahan yan®tdara permasalahan
permasalahan yang tengah dihadapi oleh KepolisiagafdeRepublik Indonesia
yang memerlukan perhatian adalah masalah kerusohssa.

Kerusahan massa merupakan persoalan kehidupansiamatean dalam
setiap kasus kerusuhan massa pasti memiliki daksiena pada dasarnya
kerusuhan massa akan menimbulkan dampak secaravidindimaupun
kelompok/instansi di masyarakat, adapun dampak-dknyang terjadi akibat
kerusuhan massa adalah sebagai befikut:

a. Aksi kerusuhan massa cenderung merusak dan stgmdialikan sehingga
akan menimbulkan kerugian secara materiil maupuwaraepsikologis
masyarakat. Kerugian secara materiil dapat beregzalitarnya/rusaknya
fasilitas/ bangun perkantoran, pusat perbelanjasiofoan dan lain-lain,
sehingga dapat mengacaukan stabilitas.

b. Akibat adanya kerusuhan massa akan mempengartbdsgy kredibilitas
aparat pemerintah dimata masyarakat. Pemerintalagaebpenguasa
cenderung dianggap sebagai penghambat kebebasanmdikukan
tindakan pemaksaan masyarakat sehingga menimbulkasa
ketidakpercayaan masyarakat. Dalam kehidupan spsiidik sudah jelas
bahwa bagaimana kecilnya masalah yang timbul teautgang berkaitan
dengan terganggunya hubungan Pemerintah denganarakaly akan
dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendiskkadit pemerintah

sehingga timbul konflik antara pemerintah dengasyaeakat.

2 Arri Vavir, “Kerusuhan Massa Sebagai Perilaku Menyimpang Maskar’, dapat
dijumpai dihttp://arriwp97.blogspot.condiakases 01 Juni 2013 jam 16:32 WIB




c. Berdampak Internasional yaitu timbulnya rasa kdtkaan kekhawatiran
orang asing untuk datang ke Indonesia baik dalargkeausaha maupun
pariwisata sehingga mempersulit dalam usaha pengejabaekonomi
nasional karena masyarakat internasional ragu unmndgnanamkan
modalnya di Indonesia dengan alasan keamanan.

Kerusuhan massa yang terjadi bila dibiarkan a@aktditangani dengan
tepat, dapat berkembang menjadi kerusuhan danrpbajaNasional yang sangat
mengerikan dan menimbulkan kekacauan, ketidak anmaan&etidak tertiban dan
sangat meresahkan bagi masyarakat. Adapun kerusuhasa yang seringkali
meresahkan masyarakat adalah kerusuhan massa daleontrasi, tawuran
pelajar dan mahasiswa, kerusuhan suporter sepak dawlakerusuhan akibat
konser musik.

Fenomena kerusuhan massa akibat konser musik dnésdh hampir
merata disetiap daerah. Misalnya kerusuhan madsat&onser slank dan konser
lainnya. Namun anehnya kerusuhan massa akibat konsgk ditemukan bukan
hanya dikota-kota besar. Akan tetapi kerusuhan analsibat konser musik juga
sering kali terjadi di kota-kota kecil seperti dieBes.

Di antara konser musik yang digemari sebagian hesayarakat Brebes
adalah konser musik organ tunggal. Konser musi&rotgnggal merupakan suatu
hiburan yang hidup dan membumi dalam kehidupan arakgt, yang tidak bisa
dipungkiri memberikan dampak positif dan negatiinipak positif tentu saja
masyarakat akan merasa terhibur dan mempertahasfsistensi musik yang

merupakan sebuah kebudayaan, semantara dampakfmyegatdalah adanya



kerusuhan massa yang justru bermula dari adanysekonusik organ tunggal itu
sendiri.

Hal ini pula yang menjadikan peneliti mengambil esbpenelitian yang
bukan termasuk kota besar. Salah satu daerah yalafy snempertahankan
eksistensi konser musik khususnya hiburan konseikrargan tunggal, dalam
arti selalu melaksanakan pagelaran hiburan orgargghl sebagai bagian
penghibur masyarakat Kabupaten Brebes khususnyarkgan Tanjung.

Kecamatan Tanjung adalah Kecamatan yang mempunyayali yang
luas, dengan kehidupan yang sangat kompleks ddiitdari berbagai macam
profesi didalamnya. Sementara alternatif hiburangydigemari dan menjadi
pertunjukan yang menjadi budaya adalah hiburannotgaggal. Namun seiring
perkembangan zaman konser musik organ tunggal kemudianggap sebagai
event yang rentan terjadinya kerusuhan massa.

Kerusuhan massa yang kerap terjadi akibat konsseiknangan tunggal di
Kecamatan Tanjung Brebes seringkali meresahkan arelst sekitar.
Penyebabnya bukan karena penampilan konser mugénadiunggalnya, akak
tetapi pribadi yang kemudian tidak bisa menaham pirda saat menonton
pergelaran tersebut. Kemudian peneliti mengira @ealy kerusuhan massa akibat
konser musik dikarenakan kurangnya pengamanan dagapasan dari polisi.
Polisi hanya diam dan kurang tegas dalam menarigssus kerusuhan massa
akibat organ tunggal, karena kerusuhan massa &tdloger musik organ tunggal

adalah tangung jawab polisi.



Oleh karena itu, melihat fenomena kerusuhan mddbatahiburan konser
musik organ tunggal yang sering terjadi di daeramefiti yaitu Tanjung
Kabupaten Brebes, peneliti merasa terpanggil umekakukan kajian secara
ilmiah dalam melihat sejauh mana upaya Polri dgdancegahan dan penanganan
terhadap kerusuhan massa akibat hiburan organ dunijgvilayah Kecamatan

Tanjung kabupaten Brebes.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang laimsarsebut maka
dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polri dalam mencegah dan menamgguiadak pidana
kerusuhan massa akibat hiburan konser musik orgaggal di Kecamatan
Tanjung Brebes?

2. Apakah upaya Polri dalam mencegah dan menanggutamak pidana
kerusuhan massa akibat hiburan konser musik orgaggal di Kecamatan
Tanjung Brebes sudah sesuai dengan ketentuan m@eraperundang-

undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu :
a. Untuk mengetahui upaya Polri dalam mencegah daranggulangi

kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal dakatan Tanjung.



b. Untuk menganalisis upaya Polri dalam mencegah damanggulangi
kerusuhan massa akibat hiburan konser musik orgaggéal di
Kecamatan Tanjung apakah sudah sesuai denganrnpergerundang-
undangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspekwai

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis atmini dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan landasan &obagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapatberéamn
informasi mengenai upaya Polri dalam mencegahnaamanggulangi
kerusuhan akibat hiburan organ tunggal, berdasddkalang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik helia. Serta
dapat menjadi tambahan literatur atau bahan infernt@iah yang
dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan [i=mel
selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan patafas tindak
pidana kerusuhan massa akibat hiburan organ tunggal

b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusurusdyss dan
para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagripth, dan
aparat penegak hukum dalam mengambil langah-langkahakan
yang tepat dan efisien guna mencegeah dan menanggikrusuhan

massa akibat hiburan organ tunggal.



D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terhadap kemungkinan kesamaaandglenulisan
sejenis, maka penyusun telah melakukan penelustedradap skripsi ini.
Diantara penemuan-penemuan itu adalah sebagauberik

Skripsi karya Didik Ponco Nurhariyadi Fakultas Hukudmiversitas
Mumhammadiyah Malang, dengan judul “Peran Polri Dali&lencegah dan
Menanggulangi Kerusuhan Massa Dalam Konser Mudikd{&asus di Polresta
Malang)”® Hasil penelitian menunjukkan bahwa konser musik yang
diselenggarakan di Kota Malang kerap menimbulkand«han massa. Perbedaan
penelitian Didik Ponco Nurhayadi dengan peneliiisinadalah jika penelitian
Didik Ponco Nurhayadi meneliti konser musik yangsdredan obyeknya di
Polresta Malang, sedangkan penelitian ini mengepaya Polri dalam mencegah
dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hibugam aunggal dan objeknya
di Polsek Tanjung Brebes.

Skripsi karya Deus El Sihombing Fakultas Hukum Ursitas Sumatera
Utara, dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penaaggan Kerusuhan Yang
Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi: Polda Surfifgtbedaan penelitian Deus
El Sihombing dengan penelitian ini adalah jika yangeliti Deus ElI Sihombing

yaitu kerusuhan demontrasi sedangkan penelitiarteimiang kerusuhan massa

akibat konser musik organ tunggal.

® Didik Ponco Nurhariyadi,“Peran Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi
Kerusuhan Massa Dalam Konser Musik (Studi kasu®daiesta Malang)'Skripsj (Malang:
Fakultas Hukum Universitas Mumhammadiyah Malan@720

4 Deus El Sihombing Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuharg Yan
Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi : Polda Sum8Kripsi (Medan: Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, 2009)



Skripsi karya Noer Woelan Aris Fakultas Hukum Uniitess Brawijaya
Malang, dengan judul “Optimalisasi Peran Polri Dalakbenanggulangi
Kerusuhan Massa dalam Penyampaian Pendapat Di Mokam“> Perbedaan
dengan penelitian yang akan penelitian ini dengamelitian Noer Woelan Aris
adalah jika penelitian Noer Woelan Aris yaitu ménétntang kerusuhan massa
dalam penyampaian pendapat di muka umum, sedarmi@elitian ini tentang
kerusuhan massa akibat hiburan konser musik otgaygél.

Skripsi karya Achmad Ainurizzgi Fakultas Hukum ®iaya Malang
dengan Judulu “ upaya Polri dalam mencegah dan mggoéangi kerusuhan
supporter bola” Perbedaan dengan penelitian inigalenpenelitian Achmad
Ainurizzgi adalah penelitian Achmad Ainurizzqgi yaineniti upaya Polri dalam
mencegah dan menanggulangi kerusuhan supportesédémgkan penelitian ini
yaitu upaya Polri dalam mencegah dan menanggulargsuhan akibat konser
musik organ tunggal, jelas berbeda pnelitian inhgd® penelitian Achmad

Ainurizzqi.

E. Kerangka Teoretik

Menciptakan rasa aman dan ketentraman bagi masyarsngat
diperlukan dalam kehiduapan sehari-hari dimanal&srantara masayarakat dan
penegakan hukum harus berjalan dengan baik. sehmgi rasanya memisahkan
keeratan hubungan antara masyarakat dengan pBlidisi dan masyarakat

bagaikan air dengan ikannya. Tidak ada masyarakgiat polisi. Sebaliknya,

® Noer Woelan Aris, “Optimalisasi Peran Polri DalMenanggulangi Kerusuhan Massa
dalam Penyampaian Pendapat Di Muka UmuBRripsi (Malang: Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang, 2010)



keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dari makgh Dimana ada
masyarakat, di situlah terdapat institusi yang rmamaapolisi (ubi societas ubi
politie). Polisi merupakan sebuah institusi hukum yang puka keberadaannya,
setua usia kehidupan masyarakat dalam sejarah mar&eperti kita ketahui,
polisi (mulai dalam bentuknya yang amat sederhamapai polisi modern) di
manapun di dunia ini umumnya mempunyai dua perialiges.

Pertama polisi adalah institusi yang bertugas ngenjdan memelihara
keamanan dan ketertiban atau orde masyarakattegapai suasana kehidupan
aman, tentram, dan damai. Kedua polisi adalahtuisstyang berperan dalam
penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarBkda pelaksanaan peran
demikian, polisi adalah institusi yang dapat merak#ia berlakunya hukufh.
Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilakunymepang yang namanya
kejahatan, maka diperlukan peran polisi guna mdrkaii keadaan dengan
memaksa si pelanggar hukum untuk menanggung al@aperbuatannya.

Tugas pengayoman kepada masyarakat kadangkaladjakfaialisasikan
dalam tindakan konkrit yang sebenarnya sepelepitetaknanya sangat dalam
bagi anggota masyarakat yang mengerti arti sebilah pengabdian. Namun
demikian, pengabdian dan pengorbanan polisi kepadsyarakat tidak selalu
mendapat imbalan dan penghargaan. Kemudian daleghaanendukung proses
reformasi polisi untuk menjadikan polisi sipil didonesia sesuai dengan kondisi
masayarakatnya, maka perlu ada pemahaman bersataa goolisi dengan

masyarakatnya.

® pudi Rahardihukum kepolisian(surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), him 173.
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Dalam praktek dilapangan polisi dapat dicermatiwahpolisi dalam
tugasny tidak dapat dipisahkan dari masyarakatayana kehidupanya setiap hari
selalu berhadapan dengan masyarakat. Masyarakatyadmnya digolongkan
berdasarkan status sosial yaitu sebagai tokoh ma®ta tokoh agama, tokoh
adat, golongan muda dan masyarakat lainnya yardpsarkan garis keturunan
dan profesinya. Melalui pendekatan kepada masaya&htpolisi sesuai dengan
status sosial, maka tentunya masayarkat akan nkarasalanya perhatian dari
polisi kepada mereka.

Berdasarkan korelasi polisi dan masyarakat yanggmgimkan adanya
kerjasama untuk menciptakan pola hubungan yang $elkngga apa yang di
inginkan masyarakat seperti keamanan dan ketertédstaksana. Kemudian polisi
sebagai instrumen pengendalian sosial penegakammhulliperlukan guna
menjaga ketertiban yang menjadi tujuan dalam ket@dunasyarakat ditinjau dari
perspektif makro peran dalam penegakan hukum y@atggis akan menjadi alat
pengendali dan bimbingan moralmdral guidance) bagi perilaku para
penyelenggara negara, elit politik dan masyarakaigymeliputi seluruh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegdaagkan dalam perspektif
mikro, peranan penegakan hukum diaplikasikan dglarses peradilan mulai dari
penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusannpideang telah berkekuatan
hukum tetag.

Proses penegakan hukum, tidak saja dibutuhkan glearperaturan

perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instnurpenggeraknya vyaitu

" Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apshitil Kepolisian Republik
Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi dalam dre@e Hukum di Bidang Penuntutan,
Semarang, 16 Februari 2007, him. 1.
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institusi-institusi penegak hukum yang merupakamponen-kompenen dari
sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian NegdraKRjaksaan RI, badan
peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karetialain sistem tersebut
bekerja subsistem-subsistem yang mendukung jalapegadilan pidana, yaitu
suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari &gabKepolisian, Kejaksaan
Pengadilan dan Pemasyarakata terpidana.

Kepolisian merupakan salah satu komponen sisteadjj@n pidana yang
menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahd&aranan kepolisian
kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan lamep lainnya Institusi ini
sangat menentukan keberhasilan sistem peradilaan@icdecara keseluruhan.
Untuk itu Kepolisian disebut sebagdhe Gate Keeper ofcriminal justice
Kepolisian (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Ksipom) Adalah salah satu
fungsi pemerintahan negara di bidang:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

2. penegakan hukum,

3. perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaana&sy

Tujuan Kepolisian Rl (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 disan) adalah
Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

2. tertib dan tegaknya hukum,

3. terselenggaranya perlindungan, pengayoman, danygrel&epada

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyardkagan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

8 Marjono ReksodiputroSistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegakukh
Melawan Kejahatan(Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indong@94), him.26
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Peran Kepolisian Rl Kepolisian Negara Republik Imekia merupakan
alat negara yang berperan dalam (Pasal 5 Ayat (INO\2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik IndoneSia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayakapada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanamdadgeri

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi utama galisi adalah
menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyavakam. Oleh karena
itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah nuékak pencegahan terhadap
kejahatan dan memberikan perlindungan kepada nastarSebagai usaha
pemberian perlindungan kepada masyarakat, maksi palibatkan keikutsertaan
masyarakat melalui berbagai program pemberian nmsr yang luas tentang
kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakaglakukan pendidikan
tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaiyeegahan kejahatan dan
pemberian informasi terkini tentang upaya penarayjgydn kejahatan dengan
melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selguigdtusecara formal tugas
polisi memainkan peranan penting dalam mekanismsiersi peradilan pidana,
yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejalgganmengajukannya ke
proses penuntutan di pengadilan.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem penagildana yang cukup

menentukan keberhasilan dari kerja keseluruharersistdalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakapolisgan merupakan

® Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisiagara Republik Indonesia Pasal
15
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subsistem yang secara langsung berhubungan deredakup kejahatan dan
masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawabig@poldapat dikatakan lebih
besar ketimbang subsistem lainnya.
Secara umum tugas kepolisian adalah:
1. melakukan penanggulangan terhadap kejahatan;
2. melakukan penangkapan dan
3. penahanan pelaku kejahatan berpartisipasi di prgsssyadilan
melindungi dan
4. menjamin tegaknya hukum; membantu dan
5. melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya tetancam
mendapat serangan fisik membantu menyelesaikarilkgahg terjadi
sehari-hari di antara keluarga, teman dan lingknmgasyarakat®
Berdasarkan ruang lingkup tugas kepolisian yangiguias di atas, maka
dapat dikatakan bahwa kepolisian mempunyai tanggamgb yang besar.
Interaksi langsung polisi dengan masyarakat bisalvagva pengaruh yang baik,
maupun yang buruk. Oleh karenanya dibutuhkan pertdekyang koordinatif
antara kepolisian dengan masyarakat sehingga baang memahami dan bisa
menjadi salah satu strategi kepolisian dalam upayanggulangan kejahatan.
Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hildwat sarana
“penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, #eterbatasan. Oleh
karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya eoyang harus selalu digali,

dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalian danepelogngan upaya non-

1% pydi Rahardihukum kepolisianhlm 61.
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penal lewat program-program kegiatan polisi yangrobentasi pada pelayanan
masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkarupakan keharusan,
karena hal ini pun merupakan tugas atau amanattliguyang digariskan juga

oleh undang-undang untuk Pdti.

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode peneliy@ng
digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka pgmeényajikan beberapa hal
yang terkait seperti tersebut dibawah ini:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapanggaitu penelitian
yang obyeknya langsung berasal dari Polsek TanBre@pes yang berupa data
yang dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yerigit dengan pokok
masalah penelitian. Data tersebut juga dilengkaptaseliperkuat dengan
dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di PolEanjung Brebes.
Penelitian lapangandigunakan untuk mengetahui upaya Polri dalam meiiteg
dan menanggulangi kerusuhan massa akibat hibugam dunggal di Kecamatan
Tanjung Brebes.
2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodelip@mekualitatif
dengan pendekatan yuridis, empiris dan sosiol&gaggunaan metode kualitatif

dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akuzagemai upaya Polri dalam

' Barda Nawawi AriefBeberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
HukumBandung, (PT Citra Aditya Bakti, 2005), him. 15



15

mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa dalarserkanusik di
kecamatan Tanjung Brebes. Penelitian lapan@feld research) dilakukan
dengan melakukan interaksi dengan pihak yang petedibat dalam proses
penanganan kerusuhan massa akibat hiburan orgajgaiurdi Kecamatan
Tanjung Brebes.
3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanandinpendekatan-
pendekatan tersebut penyusun akan mendapat inforrdas berbagai aspek
mengenai proses penanganan kerusuhan akibat hiborgan tunggal di
Kecamatan Tanjung Brebes. Pendeketan penelitiag gaggunakan pendekatan
undang-undangstatute approachyaitu Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dansd®har Tetap Nomor
I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki dan pendekiedsugcase approach)
yaitu kasus kerusuhan massa akibat konser musidegpggal
4. Sumber Data

Kecamatan Tanjung Kabupaten Breb@&ata sekunder adalah berupa
bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statestilarsip-arsip, termasuk
yang berisi data komperatif mengenai upaya Poldardamencegah dan
menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan kanssik organ tungal di
Kecamatan Tanjung Brebes.

a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mekaveri

penjelasan mengenai bahan primer meliputi buku-bukukum,
dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, penatuPerundang-

Undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain.



16

b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggik&interdiri
dari:
1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
2) Undangan-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisia
Negara Republik Indonesia.
3) Prosedur Tetap Nomor I/X/2010 tentang PenanggulaAgarki.

c. Data primer akan diperoleh dari lapangan peneligégponden yaitu para
aparat hukum yang ada di Polsek Tanjung Brebesnjotumaupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahemrmhgekunder,
seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedidgeks komulatif, dan
sebagainya.

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merkderpetunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer daanbhukum
sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, lepslia, indeks
komulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cata:yai

a. Pencarian data primer berupa data lapangan dilakdeagan beberapa
cara, guna memperoleh data deskriptif yang bermagniang terjadi
pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebutgseleerikut:

1) Wawancara (interview). Melalui wawancara diharapkan dapat
dikumpulkan data verbal dan data nonverbal. Dathaleterutama

didapat dari penggunaan alat bantu barupa catdéemalat perekam.
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Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mdsigen daya
ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawane&en dilakukan
dengan pedoman wawancafiaterview guide)dimana pertanyaan-
pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan olpéneliti.
Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dermfisesuaikan
pada data-data yang diperlukan peneliti.

2) Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus gantatatan yang
sistematis yang ditujukan pada satu atau beberagm rmasalah di
dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mextkiap data yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihd@apalam
penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap #rgdana kerusuhan
massa akibat hiburan organ tunggal di KecamatajumgrBrebes.

3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bbahan berupa
dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunasa dhri
catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat at&ian hariah’® Data-
data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Pdlaejung Brebes.
Dan juga buku-buku, catatan, surat kabar, majalatylen rapat dan
data-data lain yang mendukung dalam penyusunagosskmi.

b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagaatulyang telah ada,
dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Rendata sekunder

akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu:

12 Hadi Sutrisno,Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, [dasertasi,
(Yogyaarta Andi Offset, 1992), him.136.
13 Suharsimi ArikuntoProsedur PenelitiafJakarta: PT Rineka Cipta, 1993), him.202.
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1) Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersiemiph
peraturan perundang-undangan, hasil penelitiany-buku, artikel
dan berita-berita dalam surat kabar atau majaladiklepedia dan
kamus.

2) Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-lapg@ng
biasanya tidak diterbitkan, dan dapat ditemukanapgempat
penyimpanan arsip.

6. Analisa data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dasandaéntuk yang
mudah dibaca dan diinterpretasikKamenyusun menggunakanalisiskualitatif,
analisis kualitatif ini merupakan analisis dengamacmenganalisis data dengan
penjelasan yang sejelas-jelasnya atau secara aedermalisis kualitatif adalah
analisis data dengan menggunakan penjelasan. Matwlisa kualitatif , yakni
memperkuat analisa dengan melihat kualitas datg glgeroleh . data yang telah
terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunaketode deduktif, yaitu
cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidang ada. Metode ini
digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya Ealam mencegah dan
menanggulangi kerusuhan massa akibat hiburan dngagpal di Kecamatan

Tanjung Brebes.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuansigtka sementara

sebagai berikut:

4 Masri Singarimbun dan Sofyan efentetode Penelitian SurveyJakarta: LP3ES,
1989)him,263



19

Bab Pertama Berisi Pendahuluan, adapun di dalam pehdahuerisi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuakeumaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian ddersatika pembahasan.

Bab Kedua Berisi TentangTinjauan Umum Upaya Polri Dalam
Pencegahan dan Penanggulangan Kerusuhan Massanatidplam bab kedua
berisi tentang pengertian kerusuhan massa, faktoygbab terjadinya kerusuhan,
Dampak kerusuhan, pengertian Polri, tugas dan furad, kewnangan Polri.

Bab Ketiga Berisi Tentang Upaya Polri Dalam Pencagatban
Penanggulangan Kerusuhan Massa dikecamatan TaBjaigs dan Gambaran
umum polsek Tanjung Brebes.

Bab KeempatBerisi Tentang Analisis Upaya Polri Dalam Mencegah da
Menanggulangi Kerusuhan Akibat Hiburan Organ TungBal Kecamatan
Tanjung Brebes.

Bab Kelima Kesimpulan Dan Saran-Saran Dari Hasil R&me Yang

Merupakan Jawaban Dari Masalah Yang diajukan Setautup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dibahas dan dianatisgad menggunakan
Protap Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan andaki Undang-Undang
Nomor 02 Tahun 2002 tentang kepolisian negara tépirdonesia dan maka
penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang teyag diantaranya ialah:

1. Upaya-upaya yang dilakukan polsek Tanjung dalamamgsni kerusuhan
massa akibat konser musik organ tunggal, PolsejumgrmBrebes yaitu:

a. Upaya pencegahan kerusuhan akibat konser musik tugggal yang
dilakukan Polsek Tanjung Brebes adalah pelaksamashterlebih
dahulu ijin, pengecekan lokasi sebelum acara tealad, menghimbau
para penonton untuk saling menjaga ketertiban damkinan.

b. Upaya penanggulangan kerusuhan massa akibat konsgsk organ
tunggal yaitu: memberhentikan konser musik orgamgdgal ketika
terjadi kerusuhan, meleraikan pelaku kerusuhan, dangamankan
provokator.

2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang pelaéliti lakukan
mengenai upaya-upaya Polsek Tanjung Brebes dalancegah dan
menanggulangi kerusuhan masssa akibat konser nmrgén tunggal
belum sesuai dengan ketentuan peraturan Prosethp memor 1/X/2010

tentang penanggulangan anarki dan Undang-undang NO&iofahun
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2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indone&iarena polsek
Tanjung Brebes tidak melaksanakan penggeledahdabiter dahulu
sebelum acara berlangsung. Hal ini berdasarkaagpmfomor 1/X/2010
tentang penanggulangan anarki halaman 10 berisiwédalpolisi
mempunyai tugas melakukan penggeledahan atau panydtas barang-

barang yang menyertainya.

B. Saran:

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan bahwasamaya Polsek
Tanjung Brebes dalam mencegah dan menanggulangsltean akibat konser
musik organ tunggal maka peneliti memberikan saran

a. Bagi Polsek Tanjung Brebes

1. Memperketat perijinan sesuai dengan prosedur.

2. Lebih tegas dalam mengawasi dan mengamankan kerusumassa

akibat konser musik organ tunggal.

3. Penambahan aparat personil Polsek Tanjung Brebetik un

menanggulangi kerusuhan massa akibat konser migak eunggal.
b. Bagi masyarakat

1. Masyarakat harus mengetahui prosedur perijinamtgnkonser musik

organ tunggal dan tidak menganggap mudah perijinan.

2. Masyarakat harus sadar bahwa keamanan dan keterétlatah

tanggungjawab bersama, untuk meciptakan keamantattikan dan

kedamaian.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES A
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya
masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi
kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang
dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. bahwatelah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang
menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan
pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Mgjelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Mg elis Permusyawaratan Rakyat Nomor V11/MPR/2000 tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok K epegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pgjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum
Kepolisian.

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat
sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam
rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,
ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan
bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adal ah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan
negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan



suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat
kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang
diatur dalam undang-undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri
adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab
penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.



Pasal 3
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh :
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c,
mel aksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Pasal 4
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak
asas manusia.
Pasal 5
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan
satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB Il



SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi
kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah
negara Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik
Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7
Susunan organisas dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan
dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur |ebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 8
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam
pel aksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9
(1) Kapolri menetapkan, menyel enggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis
kepolisian.

(2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas



dan tanggung jawab atas:
a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pel aksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 10
(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pel aksanaan tugas dan
wewenang kepolisian secara hierarki.
(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 11
(1) Kapoalri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri digjukan oleh Presiden kepada Dewan
Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden
sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling
lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterimaoleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam ha Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu
sebagai mana dimaksud dalam ayat (3), calon yang digjukan oleh Presiden dianggap
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan



mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur Iebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 12
(1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya
diangkat dengan Keputusan Kapolri.
(2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
ditentukan dengan Keputusan Kapolri.
BAB 111
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertugas :



a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semuatindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh
instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam
lingkup tugas kepolisian; serta

|. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15
(1) Dalam rangka menyel enggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan
14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
ketertiban umum;
¢. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam
rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka
pelayanan masyarakat;
I. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pel aksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;



m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
lainnya berwenang :
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan
senjatatajam;
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di
bidang jasa pengamanan;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada
di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional;
k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf adan d

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 16
(1) Dalam rangka menyel enggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan
14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggel edahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan;
¢. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan,;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang
di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk
mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil
serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan
kepada penuntut umum; dan
|. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf | adalah tindakan



penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. menghormati hak asas manusia.
Pasal 17
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di
seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang
bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
mel aksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan
dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan,
serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma
agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam mel aksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),



Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
BAB IV
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20
(1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesiaterdiri atas :
a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Pegawai Negeri Sipil.

(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal 21
(1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang
calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sedergjat;
e. berumur paling rendah 18 (del apan belas) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

(2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia



diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 22
(1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang
calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya dan kepercayaannyaitu.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 23
Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpah/berjan;i :
bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara K esatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
mel aksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa
mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya
sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut

perintah harus saya rahas akan;



bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan
bangsa dan Negara K esatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian
berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada
kaitannya dengan pekerjaan saya’.
Pasal 24
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan
ikatan dinas.
(2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Presiden.
Pasal 25
(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang
mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang
dan tanggung jawab dalam penugasannya.
(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 26
(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak
lainnya yang adil dan layak.
(2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27
(1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan

moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



(2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan
tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan
dipilih.
(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar
kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Pasal 29
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan
umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 30
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat.

(2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima
puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat
dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam

puluh) tahun.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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